BAB IV
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA No. 003V
pdt. P/ 2012/ PA.SAL. TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
YANG TIDAK DAPAT DITERIMA
A. Analisis Penetapan Dispensas Nikah Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/
pdt. P/ 2012/ PA.SAL. Menurut Hukum Formil dan Materiil.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat pent@gnd Islam
sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehickglaarga yang merupakan
inti kehidupan masyarakat sejalan dengan keduduokamusia sebagai makhluk
yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnifukum pernikahan
merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wiémati dan dilaksanakan
sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalanur’drgdan Sunnah Rasul.

Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi giaegkan Pengadilan
Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umtukumelangsungkan
pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita 16 taBuspensasi nikah diajukan
oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang dikurigh orang tua masing-
masing. Pengajuan perkara permohonan dispensaah wilbuat dalam bentuk
permohonan (voluntair).

Pengertian dari Hukum Formil atau Hukum Acara B&xdadalah

peraturan perundang-undangan yang mengatur tenfelgksanaan sangsi

1 Ahrum HoerudinPengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Haaga
Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama SetelalalBerya Undang-undang No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agam&andung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 11.



hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdaesui hukum perdata
materiil mengandung sangsi yang sifatnya memaksa.

Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata unmyanmerupakan
suatu peraturan pelaksanan terhadap perundanggardgang berlaku di dalam
masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukuitif.pos

Hukum Perdata Materiil adalah suatu kumpulan qeda peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hak damjikan keperdataan
antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaaldid hubungan
bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak Jainya diperlukan
adanya suatu peraturan atau kaidah agar terciptayadetertiban.

Dalam perkara No: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Secagadetelah jelas
bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cintgdanmelakukan hubungan
seksual diluar nikah yang berakibat kehamilan. §ab&dentuk pertanggung
jawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau namikvanita pujaan hatinya.
Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mefikantor Urusan Agama
setempat ditolak, dengan alasan salah satu pitak n@mpelai belum mencapai
batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawyatu untuk pria 19 tahun
dan pihak wanita 16 tahun. Kemudian orang tua saktih calon mempelai
mengajukan perkara permohonan dispensasi kawiertjdlilan Agama salatiga
supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yamgntum dalam UU

Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: ‘tDakal penyimpangan

2. Sarwonojoc.cit him. 3.



terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispernsgmsmda Pengadilan atau
Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tulalpipria maupun pihak
wanita.”

Proses penyelesaian perkara No: 0031/Pdt.P/2012MA Setelah
persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuknuroleh Ketua Majelis,
maka para pihak yang berperkara dipanggil ke rusergidangan. Kemudian
ketua majelis menjelaskan tentang akibat dari pela&an dispensasi nikah,
namun pemohon tetap pada permohonanya meskipunyanging bernama AD
baru berumur 18 tahun 5 bulan. Karena sudah satiagcintai dengan calon
istrinya yang bernama HY yang sudah berumur 17ntahu

Didalam persidangan pemohon telah menghadirkan shksi yang
bernama Sunar bin Sutinem yang menerangkan bahwehom bermaksud
menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karenauuanak pemohon belum
berumur 19 tahun.

Saksi yang kedua bernama SR bin PS menerangkan cstld anak
pemohon yang bernama HY masih perawan dan beral§estan. Dan itu diakui
calon istri anak pemohon bernama HY, saat dibesekgatan bersyahadad tidak
mengucapkan syahadad. Kemudian dalam pertimbaragam h

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemshkperti telah
diuraikan diatas;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonaperdiasi nikah

untuk anaknya bernama AD bin TG, karena saat makgat akan



melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamdimiasan, Kabupaten
Semarang;

Menimbang, bahwa penolakan untuk melangsungkanapémian tersebut
dapat dibenarkan karena umur anak Pemohon bernanthiyAnto belum
berumur 19 tahun seperti diatur dalam pasal 7 @yatindang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat umurnya 1fhfah

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bertempat tirdjgailayah hukum
Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan Agamatigdga menyatakan
berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa seperti terungkap fakta dipergidardari keterangan
saksi yang diakaui oleh calon istri anak Pemohamgylaernama HY binti JM
beragama Kristen dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Huruf c Hittirang
melangsungkan perkawinan antara laki-laki denganitavayang tidak beragama
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemthbak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa atas perkara Pemohon dalam bjgerkgwinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 198§ telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanakddngan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Aganaka biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundang - undanganbentaku dan hukum
yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian settldfakim menetapkan
1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima

2. Membebankan biaya perkara sejumplah (181.000,9d@pemohon

Setelah meneliti pertimbangan diatas bahwa pertigdoa hakim tidak
menjelaskan apa yang menjadi alasan sehingga panetersebut dikategorikan
atau ditetapkan tidak dapat diterima. Padahal giamgksud dengan putusan atau
penetapan yang tidak diterima Yaitu:

Putusan atau Penetapan Hakim dalam hukum acaratpedthntaranya
yaitu putusan atau penetapan ditolak dan tidakiuhite
Pengertian putusan atau penetapan yang ditolak mremoukti arto dimana
seperti yang dijelaskan pada bab 2

* Yaitu putusan akhir yang telah dijatuhkan setelatn@mpuh semua
tahap pemeriksaan, di mana ternyata dali-dalil gtidak terbukti.

* Putusan ini termasuk putusan negative

» Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) makanm&arus terlebih
dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat tetpbrtuhi, agar pokok

gugatan dapat diperiksa dan diadili.

Pengertian putusan atau penetapan yang tidak dejggima yaitu:



* Yaitu putusan atau penetapan hakim yang menyatabwa hakim *“
tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemokidak
diterima” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syataininu
baik secara formil maupun materiil.

* Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkaedainkan baru
menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila sygugat tidak terpenuhi
maka gugatan/permohonan pokok tidak dapat diperiksa

Sedangkan menurut Bapak Suyahfmrmohonan yang tidak dapat diterima

yaitu apabila antara posita dan petitum tidak jefgsmohonan ditolak apabila
pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, peEronan dikabulkan apabila
pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya.

Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Agung Repuidiknesia
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku Il Pesn Pemberlakuan
Tugas dan Administrasi Pengadilan. Bahwa putusangamilan yang diajukan
oleh penggugat tidak dapat diterima karena adaamlgang di benarkan oleh
hokum alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

1) gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatany yhajukan oleh
penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menhaitaya. Jadi kalo
tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebutdajzat diterima.

2) Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum secargsuag yang

melekat pada diri penggugat.

® Wawancara dengan Bapak Suyanto, Hakim Pengaliijama Salatiga, tanggal 24
Juni, 2013.



3) Surat gugatan kabumlfscure libel artinya posita dan petitum dalam
gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatamtriadiksi, mungkin
juga objek yang disengketakan tidak jelas, dap& patitum tidak jelas
atau tidak dirinci tentang apa yang diminta.

4) Gugatan premature adalah gugatan yang belum semestinya diajukan
karena ketentuan undang-undang belum terpenuhinpésautang belum
masanya untuk ditagih.

5) Gugatannebis in aidemadalah gugatan yang diajuakan oleh penggugat
sudah diputus oleh pengadilan yang sama dengark cleyegketa yang
sama dan para pihak yang bersengketa juga samangegnobyek
sengketa tersebut sudah diberi setatus oleh pdagagang memutus
sebelumnya.

6) Gugatareror in personaadalah gugatan salah alamat.

7) Gugatan yang telah lampau adalah gugatan yangkdmjoleh penggugat
telah melampui waktu yang tgelah ditentukan undamggng.

8) Gugatan dihentikan (aan hanging) adalah penghemfiaatan karena
adanya perselisihan kewenangan mengadili antargagéan agama dan
pengadilan negefi.

Menurut bapak Drs. Zainuri salah satu hakim perngadhgama Salatiga
yang dimaksud putusan atau penetapan yang tidal daprima itu belum masuk

ke hukum meteriilnya.

4 keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NonkdviA/032/SK/IV/2006
Pemberlakuan buku Il Pedoman Pemberlakuan TugasAdimninistrasi Pengadilan]AKARTA,
2006.him.115-117.

®. Wawancara dengan Bapak Zainuri, Hakim pengadigama Salatiga, 19 juni, 2013.



Setelah meneliti pertimbangan diatas bahwa pertigdoa hakim tidak
menjelaskan apa yang menjadi alasannya sehinggatapam tersebut di
kategorikan atau ditetapkan tidak dapat diterine@ndainya penetapan tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima semestinya hakirandamempertimbangkan
permohonan perkara dispensasi nikah memberi alasaara rinci, misalnya
memberi alasan diantara apa yang sudah diterartgam keputusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/20@@mberlakuan buku Il
Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pdagagang membahas
tentang penetapan atau permohonan yang tidak dapaima (iet ontvankelijk
verklaar). Namun dalam pertimbangan permohonan dispemsish Dalam
perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL menggunakesadPasal 40 Huruf ¢
KHI yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antaia-laki dengan wanita
yang tidak beragama Islam dan itu sudah masuk kerhumateriil dan pada dalil
permohonan pemohon awalnya menjelaskan calonaisak pemohon beragama
Islam namun setelah pembuktian terbukti beraganistdfr dan pemohon tidak
dapat membuktikan apa yang didalilkan. Melihat hatsebut seharusnya
permohonanya itu ditolak.

Dalam hal pememeriksaan alat bukti alangkah baikmggelis hakim
memeriksa alat bukti surat terlebih dahulu, karale bukti yang sudah diakui
peraturan perundang-undangan yang berlaku diatamdpasal 164 HIR, pasal
284 R. Bg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai tieriku

a. Alat bukti surat

b. Alat bukti saksi



c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. sumpaf

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendskan dan

mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pédian, mengakibatkan
putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumatgu onvolldoende
gemotiveerddan putusan tersebut bertentangan dengan pa®ayhf (1) HIR,
pasal 189 RBG dan pasal 18 uu no. 14 Tahun 19Bagaenana diubah dengan
UU NO. 35 Tahun 1999, kemudian di ubah dengan UU.4N©Tahun 2004,
(sekarang pasal 19 UU NO.48 Tahun 2009) yang miajadiasar menyatakan
putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbahgan.
. Analisis Perkara Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan

Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL. menurut Hukum Islam.

Secara tegas Al-Quran tidak menentukan batas atsia umur untuk
melangsungkan pernikahan. Namun batasan hanyakdibdyerdasarkan kualitas
yang harus dinikahi oleh mereka. Sedangkan d&afimatun Najalmenyebutkan
tanda-tand#aligh (dewasa) ada tiga, yaifu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki darempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudahsteesembilan tahun.

¢, Abdul Manan]oc. cit him.136-137
’. Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 809.

8, salim Bin Smeer Al HadhramBafinatun Najahterj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara
IImu, Surabaya, Desember 1994, him. 3-4.



Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak mémean batas usia
pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 mietkan batasan usia bagi
pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan selsadgh satu syarat
perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Faeght (1) yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudakroapai umur 19 (Sembilan
belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 161{dredas) tahun” Meski telah
ditentukan batas umur minimal, tampaknya undangmgdmemperbolehkan
penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, mefssal 7ayat (2) yang
berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayatp@sal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat laig, dittmjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun pihak wanita.” undang-undéaak menyebutkan syarat-
syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensas

Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang terddpdim penetapan
Nomor: 0031/Pdt.P/2012/PA.SAL. Bahwa pada awalngenghon menjelaskan
dalil-dalil permohonanya dalam identitas caloniistnak pemohon beragama
Islam namun setelah pembuktian dalam memeriksaakdi saksi ternyata calon
istri anak pemohon beragama Kristen. Sehingga dglamimbangan hakim
menjelaskan dengan dasar Pasal 40 Huruf ¢ KHI ydiilwang melangsungkan
perkawinan antara laki-laki dengan wanita yangktith@eragama Islam. Kalau
dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Hulslam Pandangan agama
Islam terhadap perkawinan antar agama, pada pnyeip tidak

memperkenankannya

10



Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan anteaagolslam dengan
orang musyrik. Al-Quran menunjuk beberapa hal yatapat menghalangi
pernikahan. Halangan-halangan tersebut rupany#diersitiak, sehingga hukum
maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat mekalpedispensasi atasnya.
Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qumg@arang semua orang
Islam untuk menikah dengan seorang penyembah lkerharangan tersebut

termuat dalam suraakBagarah ayat: 221)
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Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanmasyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmirh lebik dari
wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. damganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-veanrhukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yangimidbih baik
dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.rek@ mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampdeagan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-pahnANya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran (al-Balgayat: 2213

° . Algur'an dan Terjemaloc. Cit. him. 36
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Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan ngecualian yaitu
dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (Naskam Yahudi) untuk mengikuti

ajaran agama Islam, demikian suakMaidah ayat: 5
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Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baiaik. makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimdan makanan kamu
halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawimianita yang
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang fo@m dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-grgang diberi Al
kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maginkanereka
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksudnbedan tidak
(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa gy&afir sesudah
beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka ubkgh
amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-@ranerugi (Q.S:
al-Maidah: 5)°

ayat di atas menjelaskan bahwa “akidah agamalpaé&an sesuatu yang
paling dalam dan menyeluruh dalam membangun jiwampengaruhinya,

membentuk perasaannya, membatasi perasaannya,atasmtespon-responnya,

10" Alqur'an dan Terjemahgpc. Cit. him. 108.
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dan menentukan jalan-jalannya dalam seluruh asgéidkpannya. Meskipun
banyak orang yang tertipu oleh ketenangan akidahnereka mengira bahwa
akidah adalah satu perasaan yang baru, yang kisudah cukup dengan filsafat-
filsafat berfikir sehingga tidak membutuhkan akidialgi atau cukup dengan

madzhab-madzhab sosial.

Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin denganita musyrik
dan lelaki musyrik kawin dengan wanita muslimah. rafa mengadakan
hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sdatahnya, karena dalam
keadaan seperti ini hubungannya adalah palsu daathleKeduanya tidak ketemu
dalam akidahnya mengenai Allah dan kaidah hidupgidak ditegakkan dalam
manhaj Allah**

Menurut Qurais Sihab bahwa pernyataan al- Quraat al+Midah ayat 5
yang membolehkan laki-laki muslim kawin dengan pgreanahl al-Kitab diatas
telah di batalkan oleh al-Quran sendiri khususnyalsgal-Bagarah ayat 221Jika
demikian, maka polemik yang sering di munculkankdigan dengan masalah
tersebut pada hakikatnya hanya membuang-buangieraeng tidak memberikan
solusi akurat untuk dipegangi dalam realitas kekiniTetapi, bagi perempuan
muslimah,syari'ah Islam tidak membenarkan kawin dengan laki-lakuatial al-

Kitab.'?

11 sayid QuthbFi Dzilal al-Quran terj. As'’Ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil,
Mukhatab Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, A0@0127.

2 Hamid LaonsoHukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Riiontemporer
Jakarta: Restu llahi, 2005, him.13.
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Ini artinya Islam tidak memperkenankan perkawinama@ agama,
terkecuali jika calon suami atau istri memeluk agatslam terlebih dahulu,
sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di Akas tetapi kalau kedua-
duanya mempertahankan agamanya masing-masing, mniaken tidak
memperkenankan perkawinan tersebut.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalamalpasayat
lundang-undang perkawinan tersebut mengatur bapekawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing aggmadan kepercayaan
itu”

Pernyataan tersebut memberi konsekuensi logis bgerkawinan beda
agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanannmuttu Indonesia. Pada
dasarnya semua agama di Indonesia baik agama Islaopun non-Islam
menolak terjadinya perkawinan antar agama.

Menurut Agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahikean kedua
mempelai itu telah menganut agama yang sama. Adarban, Katolik juga
berpendirian bahwa perkawinan antara seorang katieihgan penganut agama
lain adalah tidak sah. Demikian pula Kristen Pratesmelarang penganutnya
untuk melakukan perkawinan tidak seiman.

Bagi umat Islam, kehadiran pasal 2 ayat 1 undamigig perkawinan
yang telah menghapus beberapa peraturan perundaiaggan yang
mengizinkan perkawinan antar agama, merupakandmg gangat positif, karena

dari aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan gream muslim kawin dengan

perempuan dan laki-laki musrik dan kafir, alasamgnurut ayat tersebut, karena
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orang musrik dan kafir itu selalu berupaya mengajaang muslim kearah
perbuatan yang menuju neraka.

Melihat pembahasan diatas sudah jelas baik mememwndang-undang
maupun hukum Islam bahwa perkawinan berlainan agaia& diperbolehkan.
Sehingga kalau dikaitkan dengan pertimbangan hakmeam menetapkan
penetapan Nomor: 0031/Pdt. P/2012/PA. SAL. dengametapan tidak dapat
diterima menggunakan dasar hukum Pasal 40 HukHIc Maka pertimbangan
hakim tersebut kurang jelas atau kurang rinci. k&lakum Islam dan perundang-
undangan sudah melarang perkawinan beda agamauseyarpermohonanya

ditolak.

13 Anshari,Hukum Perkawinan di Indonesi& ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him.
52-54.
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